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Sebagai negara kepulauan terbesar, dengan garis 

pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia diberkahi 

potensi sumber daya ikan laut yang melimpah. Estimasi 

potensi sumber daya ikan yang dilakukan oleh Komisi
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Nasional Pengkajian Stok Ikan tahun 2022, 

diperkirakan terdapat 12,01 juta ton ikan yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan tangkap 

(Kepmen KP 19/2022). Pada saat ini, Indonesia masih 

menjadi produsen terbesar kedua di dunia, setelah 

Tiongkok (FAO, 2022a). Potensi sumber daya ikan yang 

besar menjadi target setiap kebijakan perikanan hingga 

saat ini, termasuk dalam kaitannya dengan perdebatan 

akhir-akhir ini tentang akselerasi industri perikanan laut 

melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, satu dari 

lima agenda prioritas pemerintah (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan). Kebijakan baru ini mengubah 

lanskap pengelolaan perikanan Indonesia antara lain 

dari input control (perizinan, tonase kapal, dan jenis 

serta jumlah alat tangkap) ke output control (kuota hasil  

tangkapan  ikan), peralihan kewenangan perizinan dari 

sebagian di daerah ke mayoritas pemerintah  pusat,  dan  

penetapan  zona penangkapan ikan yang melibatkan 

investasi asing, yang sebelumnya seluruhnya tertutup 

bagi asing menjadi terbuka. 

Agenda 2030 untuk Sustainable Development 

Goals  (SDGs)  atau  Tujuan  Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) sangat relevan dengan 

pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia ke 

depan, khususnya Tujuan 14, yaitu kehidupan bawah air 

atau diterjemahkan menjadi ekosistem lautan. Laut 

dalam hal ini dipandang penting karena dapat 

mendorong pengentasan kemiskinan dengan 

menyediakan penghidupan berkelanjutan dan lapangan 

kerja yang layak bagi setidaknya tiga miliar orang di 

dunia. Ketahanan pangan global dan kesehatan manusia
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juga merupakan alasan lain mengapa lautan sangat 

penting. Selain menyediakan oksigen dan air, lautan 

juga mengatur iklim global dan berperan sebagai 

penyerap gas rumah kaca secara signifikan. Lautan juga 

merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. 

Karena itu, TPB 14 ditujukan untuk melestarikan dan 

memanfaatkan samudra, lautan, dan sumber dayanya 

untuk  pembangunan  berkelanjutan 

(https://sdgs.un.org). Terkait tujuan pengelolaan 

perikanan, tidak hanya Tujuan 14 yang ditarget, tetapi 

juga  Tujuan 1  (tanpa kemiskinan), Tujuan 2  (tanpa 

kelaparan), dan Tujuan 12 (konsumsi dan produksi 

bertanggungjawab), serta Tujuan 17 (kemitraan dalam 

pencapaian tujuan). 

Fungsi penting perikanan dalam berbagai aspek 

ditegaskan oleh banyak bukti empiris, antara lain 

sebagai sumber pendapatan masyarakat dan negara, 

menyediakan lapangan kerja, menjaga ketahanan 

pangan dan ketersediaan protein hewani, menjadi 

komoditas perdagangan penting, dan budaya 

masyarakat terutama di negara-negara berkembang. 

Namun juga terdapat banyak tantangan pengelolaannya 

untuk menjamin keberlanjutan. Karena itu, selaras 

dengan potensi, tantangan, dan beragam fungsi 

perikanan, saya mengangkat isu multifungsionalitas 

perikanan untuk penghidupan keberlanjutan. 

Multifungsionalitas dalam pidato ini mengacu 

pada konsep bahwa perikanan memberikan serangkaian 

luaran yang lebih dari sekadar hasil produksi ikan atau 

pangan akuatik (luaran komoditas/commodity output), 

tetapi   juga   beragam   luaran   non-komoditas   (non-
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commodity output)  (Maier  dan  Shobayashi,  2001; 

Mulazzani et al., 2019). 

Luaran non-komoditas perikanan, antara lain: (1) 

ekosistem dan keanekaragaman hayati perairan yang 

sehat. Perikanan perlu berkontribusi dalam menjaga 

kesehatan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman 

hayati laut, misalnya mengurangi hasil tangkapan 

sampingan (by catch) dan mencegah praktik perikanan 

yang merusak; (2) Warisan budaya dan 

keberlangsungan pesisir. Perikanan khususnya skala 

kecil memberikan kontribusi signifikan terhadap 

warisan budaya dan kelangsungan penghidupan di 

pesisir melalui praktik kesenian tradisional, festival, dan 

kegiatan budaya atau sosial lainnya; (3) Eksternalitas 

positif penyediaan lapangan kerja di pesisir. Perikanan 

tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga 

menyerap kelebihan tenaga kerja termasuk yang tidak 

terampil dan mengurangi urbanisasi; (4) Ketahanan 

pangan. Perikanan menjadi penyedia tetap sumber 

nutrisi penting dan juga berkontribusi secara tidak 

langsung dengan memberikan pendapatan kepada 

nelayan, sehingga nelayan dapat membeli jenis 

makanan lainnya; dan (5) Manfaat strategis. 

Keberadaan perikanan mewakili kepentingan strategis 

secara internasional, yang dapat memberikan pengaruh 

tata kelola perikanan secara global, termasuk dalam hal 

perdagangan ikan. Bagi Indonesia,  manfaat  strategis  

perikanan tangkap  juga menjadi bagian dari pertahanan 

keamanan semesta (sovereignty), terutama di wilayah-

wilayah perbatasan.
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Konsep multifungsionalitas telah diadvokasi 

sejak KTT Bumi (Konferensi PBB tentang Lingkungan 

dan Pembangunan) tahun 1992, yang menegaskan 

multifungsi pertanian terkait ketahanan pangan dan 

pembangunan berkelanjutan (Weiss, 1992). Dalam 

perkembanganya, konsep dan implementasinya telah 

menimbulkan perdebatan terutama terkait dengan isu 

proteksi sektor pertanian termasuk perikanan, 

keberlanjutan, dan perdagangan bebas (Campling dan 

Havice, 2013). 

 
Bapak/ibu yang saya hormati 

Luaran Komoditas  Perikanan: Pangan  Akuatik 

Perikanan   secara   global   dipandang   sebagai 

sistem pangan, Tezzo et al. (2020) menyebutnya 

sebagai sistem pangan ikani (the food fish system) atau 

FAO (2022b) menyebutnya sebagai sistem pangan 

akuatik (aquatic food system), yang merupakan luaran 

komoditas utama kegiatan perikanan. Sistem pangan 

akuatik mencakup jaringan interaksi  yang kompleks 

antara perikanan tangkap, akuakultur, keamanan 

pangan, kesehatan manusia, kesejahteraan, ekonomi, 

dan lingkungan (Jennings et al., 2016). Pangan akuatik 

sangat beragam dan menyediakan nutrisi penting, 

menjadikannya komponen penting dalam sistem 

pangan global, dengan menyediakan 17 persen protein 

hewani, dan mencapai lebih dari 50 persen di beberapa 

negara di Asia dan Afrika (FAO, 2022a). 

Produk pangan akuatik, sebagai luaran komoditas 

perikanan, dihasilkan dari kegiatan produksi melalui 

penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan perikanan



7  
 

 
 
 

budidaya (akuakultur).  Secara global, total produksi 

perikanan tangkap dan akuakultur telah meningkat 

secara signifikan, dari 19 juta ton (setara bobot hidup) 

pada tahun 1950 menjadi 179 juta ton pada tahun 2018, 

dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,3 persen   

(FAO,   2022a).   Secara   nasional,   produksi pangan 

akuatik juga menunjukkan kecenderungan peningkatan  

yang  sama.  Dalam  kurun  waktu  2012- 

2022,  produksi  perikanan  Indonesia  meningkat  dari 

15,50 juta ton pada tahun 2012 menjadi 24,87 juta ton 

pada tahun 2022, terutama disumbang oleh kegiatan 

akuakultur khususnya rumput laut, yang menyumbang 

sekitar 55,06% total produksi akuakultur (sekitar 9,30 

juta ton) (KKP, 2023). 

Secara global, total produksi pangan akuatik 63 

persen dihasilkan dari laut, 70 persen diantaranya 

melalui perikanan tangkap atau 30 persen dari 

akuakultur (FAO, 2022a). Namun demikian, 

pertumbuhan perikanan tangkap cenderung stagnan 

sejak pertengahan 1990an, sedang akuakultur tumbuh 

mengesankan (di atas 30% dalam periode 2010-2020). 

Walaupun kecenderungan umum total produksi global 

dan produksi nasional sama, yaitu mengalami 

pertumbuhan, tetapi untuk perikanan tangkap dari laut 

tren  produksi  Indonesia  berbeda  dengan 

kecenderungan global. Produksi perikanan tangkap 

Indonesia justru meningkat dari 5,80 juta ton tahun 

2012 menjadi 7,41 juta ton tahun 2022 (KKP, 2023). 

Rencana  Strategis  Kementerian  Kelautan  dan 

Perikanan 2020-2024 menargetkan produksi perikanan
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tangkap mencapai 10,1 juta ton pada tahun 2024 

(Permen KP 17/2020). 

Pertumbuhan produksi pangan akuatik selaras 

dengan pertumbuhan permintaan akan produk pangan. 

Kebutuhan pangan akuatik dunia terus tumbuh dengan 

laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan penduduk, 

bahkan Thomson (2023) menyebutkan akan tumbuh 2 

kali lipat dari pertumbuhan penduduk. Konsumsi ikan 

masyarakat dunia telah meningkat dari 9,9 kg/kapita 

pada tahun 1960an menjadi 20,2 kg pada tahun 2020 

(FAO, 2022a). Sementara di Indonesia, konsumsi ikan 

telah mencapai 56,48 kg/kapita, di atas rata-rata dunia, 

dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat 

(bahkan ditarget menjadi 62,05 kg/kapita pada tahun 

2024) (KKP, 2022). Costello et al. (2020) 

memperkirakan hasil produksi pangan akuatik dunia 

berpotensi mencukupi permintaan protein global yang 

terus meningkat, ditengah tantangan keberlanjutan 

suplai. Jika terkelola dengan baik, produksi pangan dari 

laut  diperkirakan  meningkat sebesar  21–44  juta  ton 

pada tahun 2050, atau peningkatan 36–74% 

dibandingkan produksi saat ini (lebih tinggi dari 

produksi pangan berbasis daratan). Dengan demikian, 

luaran komoditas perikanan memiliki kontribusi sangat 

penting bagi penyediaan dan ketahanan pangan global. 

 
Perikanan sebagai Sistem Bisnis 

Tidak hanya sebagai sistem pangan, perikanan 

menurut UU 45/2009 dipandang sebagai sistem bisnis. 

Perikanan didefinisikan sebagai semua kegiatan yang 

berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan
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sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra- 

produksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem 

bisnis perikanan (UU 45/2009). Berdasarkan definisi 

tersebut, perikanan, dengan produk utamanya ikan, 

memiliki kerangka bisnis yang beragam, mencakup 

berbagai  komponen  yang saling berhubungan  mulai 

dari persiapan sebelum melaut, melaut, mendaratkan 

ikan, penanganan dan pengolahan, distribusi, dan 

pemasaran hasil perikanan. Karena itu, kebijakan 

pengelolaan perikanan selalu lekat dengan bahasan 

mengenai sistem bisnis yang menghubungkan aktivitas 

di hulu dan hilir dari output komoditas tersebut (Suadi 

dan Kusano, 2019). 

Sebagai sistem bisnis, produksi ikan (pangan 

akuatik) tidak hanya ditujukan untuk pasar domestik, 

tetapi juga pasar ekspor. Pada tahun 2020, terdapat 225 

negara dan wilayah yang terlibat dalam kegiatan 

perdagangan ikan global dengan volume ekspor sebesar 

59,8  juta  ton,  dengan  nilai  US$150  miliar  (FAO, 

2022a).  Ekspor hasil perikanan Indonesia meningkat 

dari 1.075.163 ton dengan nilai US$4,17 miliar tahun 

2016 menjadi 1.220.793 ton dengan nilai US$6,24 

miliar tahun 2022 (KKP, 2023). Perlu menjadi catatan 

bahwa,  sekalipun  neraca  perdagangan  ikan nasional 

masih positif tetapi terdapat kecenderungan 

pertumbuhan cepat impor ikan (dalam periode 2018- 

2022, nilai ekspor tumbuh 5%, impor tumbuh 14%, 

yang dalam tahun terakhir, 2021-2022, sebesar 61%) 

(https://www.trademap.org). Ketika tren konsumsi ikan 

nasional dan dunia terus meningkat, maka perdagangan

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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ikan masih akan terus tumbuh. Prinsip-prinsip 

keberlanjutan telah menjadi isu penting dalam 

perdagangan ikan global, yang salah satunya kualitas 

ikan tidak semata-mata ditentukan oleh atribut fisika, 

kimia, dan biologi terkait standar keamanan pangan, 

tetapi juga cara produksi yang tidak merusak 

lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. 

 
Bapak/ibu yang saya hormati, 

Perikanan sebagai  Penyedia  Lapangan Kerja dan 

Layanan Sosial 

Kegiatan perikanan secara global telah 

menyediakan lapangan kerja bagi 58,5 juta orang dan 

30,1 juta orang diantaranya ada di Asia (FAO, 2022a). 

Tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi 

kelompok laki-laki, tetapi juga menjadi pekerjaan 

penting kelompok perempuan dengan proporsi 

mencapai 49,8% (utamanya kegiatan pasca panen dan 

pengolahan hasil). Di Indonesia, terdapat 1,68 juta 

rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari 

perikanan tangkap (lebih  dari 70% untuk perikanan 

laut), di luar kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil 

perikanan (serta budidaya perikanan yang mencapai 

126 ribu rumah tangga). Jumlah nelayan masih terus 

tumbuh walaupun dengan laju yang rendah, tetapi 

jumlah   armada   perikanan   terus   bertambah,   dari 

568.329  unit  kapal  ikan  pada  tahun  2015  menjadi 

1.161.332 unit pada 2020 (KKP, 2022). 

Perikanan bagi sebagian kelompok masyarakat 

dunia, terutama kelompok miskin menjadi sumber mata 

pencaharian  pilihan  terakhir  karena  mereka  tidak
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memiliki akses atas sumber daya yang lain (the last 

resort  activity) (Béné, 2003). Dengan sifatnya yang 

cenderung terbuka, perikanan menjadi penyerap 

beragam jenis tenaga kerja dan mampu menekan angka 

pengangguran serta dan mengurangi perpindahan 

penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Studi yang 

dilakukan oleh Suadi (2002), sebagai contoh, 

menunjukkan bahwa daya tarik perikanan tangkap 

mendorong peralihan dari petani ke nelayan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan kegiatan ini menjadi 

pembuka jalan bagi berkembangnya aktivitas ikutan 

lain di luar perikanan, seperti pariwisata dan berbagai 

multiplier effect lainnya. Di beberapa negara, insentif 

untuk menggiatkan kembali perikanan juga diberikan, 

sehingga mendorong tumbuh dan kuatnya aktivitas 

perikanan skala kecil seperti yang dilakukan oleh 

pemerintah Korea Selatan (Hwang, 2022). 

 
Bapak/ibu hadirin yang saya muliakan, 

Perikanan Tangkap dan Konservasi Lingkungan 

Multifungsionalitas dalam perikanan memiliki 

kaitan erat dengan upaya konservasi, karena gagasan ini 

memandang bahwa perikanan tidak hanya berfungsi 

sebagai sumber pangan dan pendapatan, tetapi  juga 

sebagai penyedia barang publik dan manfaat 

lingkungan (Prosperi et al., 2022). Konsep ini 

memberikan strategi yang melampaui fokus tradisional 

pada pengelolaan stok ikan dengan pendekatan yang 

lebih komprehensif. Fungsi dan manfaat perikanan 

dalam hal ini mencakup aspek ekologi, ekonomi, sosial, 

dan  budaya.  Perikanan  memiliki  multifungsi,  jika
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dilihat dari sudut pandang ekologi, mengakui 

pentingnya melestarikan ekosistem. Hal ini tidak hanya 

memerlukan pengelolaan populasi ikan, tetapi juga 

perlindungan habitat dan pelestarian spesies tertentu. 

Dengan mempertimbangkan peran ekologis perikanan 

yang lebih luas, seperti perannya dalam siklus nutrisi, 

struktur habitat, dan interaksi antar spesies, pendekatan 

multifungsionalitas berkontribusi pada pencapaian 

tujuan konservasi yang menyeluruh. Namun, untuk 

mencapai multifungsionalitas perikanan, perlu 

dilakukan penanganan konflik yang muncul antara 

kepentingan konservasi dan perikanan, serta tarik-ulur 

(trade-off)  yang harus dilakukan antara keberhasilan 

jangka pendek dalam perikanan dan upaya konservasi 

(Brown & Trebilco, 2014). 

Penerapan praktik perikanan dengan pendekatan 

multifungsi berkontribusi terhadap pemeliharaan 

keseimbangan ekologi, sehingga menjamin bahwa 

kegiatan penangkapan ikan tidak mengakibatkan 

degradasi ekosistem atau hilangnya keanekaragaman 

hayati. Karena itu, penangkapan ikan yang berlebihan, 

hasil tangkapan sampingan, dan perusakan habitat harus 

dihindari. Cagar alam laut, misalnya, telah diusulkan 

sebagai sarana untuk mendorong konservasi dan 

pengelolaan perikanan dengan pendekatan 

multifungsionalitas (Roberts et al., 2001). Djumanto et 

al.,  (2021) menegaskan peran pentingnya cagar laut 

seperti ini untuk mendukung penghidupan nelayan di 

Indonesia. Diversifikasi sumber penghidupan di pesisir 

melalui pengembangan kawasan konservasi juga 

berhasil   dilakukan   sehingga   dapat   meningkatkan
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ketahanan ekonomi masyarakat, misalnya melalui 

penanaman mangrove di Pantai Baros, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Trialfhianty et al., 2022). 

Tim   Departemen   Perikanan   UGM,   sebagai 

contoh tambahan, melalui kegiatan kolaborasi 

perguruan tinggi dengan industri melakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan 

ketahanan ekonomi dan mengkonservasi sumber daya 

ikan di Tuban, Jawa Timur (Djasmani et al., 2016). 

Pada aspek produksi ikan, nilai tambah produk 

perikanan dikenalkan dengan pendekatan zero waste 

product,  sehingga mengurangi limbah perikanan. Di 

sisi  konservasi  perikanan,  dikembangkan  fish 

apartment  untuk rumah ikan dan area penangkapan 

ikan  baru  dengan  metode  yang lebih  berkelanjutan. 

Selain itu, penyelarasan kepentingan ekonomi 

perikanan dengan kepedulian lingkungan telah dicapai 

melalui penggunaan insentif ekonomi, seperti skema 

pelabelan ramah lingkungan dan sertifikasi, sehingga 

mendorong konsumen dan nelayan untuk mendukung 

konservasi (Deere, 1999). 

 
Nilai Sosial dan Budaya Perikanan 

Sebagai sistem, perikanan sesungguhnya 

memiliki tiga subsistem pokok, yaitu sumber daya ikan, 

manusia, dan tata kelola (Charles, 2001). Aspek 

manusia dipandang sangat penting untuk keberlanjutan 

sistem perikanan. Keberadaan unsur-unsur budaya 

pesisir berkontribusi signifikan terhadap terbentuknya 

ikatan akan tempat (sense of place) dan identitas  yang 

berbeda    dalam    masing-masing    komunitas    yang
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mendiami  wilayah  tersebut  (Khakzad  dan  Griffith, 

2016). Hal ini memfasilitasi konservasi warisan budaya 

perikanan, yang menghasilkan berbagai keuntungan 

sosiokultural. Pemahaman aspek budaya sangat penting 

untuk mengetahui secara utuh dampak komprehensif 

perikanan terhadap manusia. Namun demikian, aspek 

budaya perikanan ini sering kali diabaikan dalam 

kerangka kebijakan dan pengelolaan perikanan, yang 

sangat berfokus pada dampak biologis dan ekonomi 

dari penangkapan ikan (Urquhart et al., 2014). 

Peran masyarakat dipandang penting dalam 

konsepsi multifungsionalitas perikanan. Mengacu pada 

kasus perikanan Jepang, berbagai peran yang dilakukan 

komunitas nelayan di luar aktivitas inti mereka yaitu 

produksi ikan, memberikan ruang bagi kemungkinan 

berkembangnya konsepsi ini (Schmidt, 2003). Beberapa 

contoh aktivitas yang mendukung multifungsionalitas 

di berbagai wilayah Jepang seperti menghilangkan 

bangkai kerang yang disebabkan oleh kematian massal 

yang tidak normal, mencegah degradasi dataran pasang 

surut di Fukushima, pelestarian terumbu karang dengan 

menghilangkan pemakan karang di Okinawa, nelayan 

mengumpulkan minyak yang tumpah di Kanagawa dan 

berbagai pelatihan bantuan bencana di laut (MAFF, 

2018). Dalam kajian di Pantai Kedonganan Bali, Suadi 

et al. (2009) menemukan fenomena dimana masyarakat 

dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan 

berbagi nilai manfaat dari sumber daya tersebut, dengan 

nilai manfaat yang sangat tinggi baik untuk perikanan 

maupun pariwisata. Keputusan pengelolaan
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yang diambil di tingkat lokal seperti ini berpotensi 

menghasilkan pengurangan biaya transaksi yang 

berkaitan dengan produksi dan pengelolaan, termasuk 

mendorong kerja sama, mengurangi konflik, dan 

memastikan pembagian sumber daya yang lebih adil. 

 
Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia, 

Tantangan Pengelolaan  Perikanan Tangkap 

Industri perikanan tangkap global saat ini 

menghadapi banyak tantangan, antara lain eksploitasi 

sumber daya ikan secara berlebihan, degradasi habitat, 

dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan global 

(Plagányi, 2019; Belhabib and Billon, 2022). Selain itu, 

kelangsungan perikanan dunia dalam jangka panjang 

juga masih penuh dengan ketidakpastian, sehingga 

berdampak besar pada perumusan dan pencapaian 

tujuan kebijakan perikanan (Britten et al., 2021). 

Permasalahan penangkapan ikan yang berlebihan, yang 

ditandai dengan eksploitasi ikan dengan laju yang 

melebihi kapasitas reproduksi dan pertumbuhan 

alaminya, telah dirasakan meluas. Indikasi lain yang 

mudah dicermati atas masalah ini adalah nelayan yang 

semakin sering melaut dan lokasi penangkapan ikan 

yang semakin jauh. Penelitian di Kepulauan 

Spermonde, Sulawesi Selatan mengindikasikan kondisi 

tersebut, berpotensi mengancam keberlanjutan 

penghidupan nelayan, di tengah vulnerabilitas 

perubahan lingkungan global (Suadi et al., 2022). 

Praktik penangkapan ikan yang kurang 

bertanggungjawab menyebabkan deplesi populasi ikan 

tertentu, sehingga berdampak tidak hanya pada spesies
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yang dituju tetapi juga keseimbangan ekologi secara 

keseluruhan (Jackson et al., 2001). Di sisi lain, 

penurunan spesies tertentu dapat menyebabkan 

berkembang biaknya spesies lain, yang berpotensi 

merugikan dan mengganggu keseimbangan (Dulvy et 

al., 2003). Kerusakan tambahan akibat penangkapan 

yang kurang bertanggung jawab adalah hasil tangkapan 

sampingan, yang mengacu pada penangkapan spesies 

non-target yang tidak disengaja. Fenomena tangkapan 

sampingan sering kali mencakup spesies-spesies yang 

terancam punah atau non-komersial, yang memberikan 

pengaruh buruk terhadap ekosistem  yang lebih luas 

(Lewison et al., 2014). 

Berbagai permasalahan ikutan muncul akibat 

kegagalan   pengelolaan   perikanan,   selain   semakin 

tinggi dan meluasnya kerusakan sumber daya ikan, 

adalah kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan 

lingkungan hidup dan konflik sumber daya ikan. 

Rendahnya tingkat produktivitas merupakan faktor 

utama yang menjelaskan kemiskinan nelayan skala 

kecil di Indonesia (Bailey, 1988). Lebih lanjut, Warren 

dan Steenbergen (2021) menjabarkan bahwa kegagalan 

rezim pengendalian penangkapan ikan berlebihan 

merupakan faktor kunci dalam terpuruknya 

perekonomian   lokal   dan   berbagai   permasalahan 

lainnya di perikanan. Di antara permasalahan tersebut 

adalah konflik perikanan. Suadi (2009) menjabarkan 

tipe-tipe konflik perikanan Indonesia dan menemukan 

empat faktor utama konflik, yaitu (1) kemerosotan 

sumber  daya  perikanan,  (2)  bertambahnya  jumlah
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nelayan, (3) tidak jelas definisi hak penangkapan ikan, 

dan (4) akses sumber daya yang tidak setara. 

Akar  permasalahan  eksploitasi  berlebihan 

sumber daya ikan telah menjadi topik perdebatan, mulai 

dari karakter perikanan sebagai sumber daya 

kepemilikan    bersama (commons) sampai rezim 

pengelolaannya. Cara pandang yang paling berpengaruh 

atas permasalahan perikanan ini adalah the tragedy  of  

the  commons yang  diajukan  oleh  Garret Hardin, 55 

tahun lalu (Hardin, 1968). Para nelayan yang rasional 

pasti akan berpikir untuk menambahkan terus usaha 

penangkapannya ketika masih menikmati keuntungan 

dari tambahan usahanya, sampai pada saatnya ikan 

semakin sulit ditangkap. Keuntungan yang diterima 

nelayan adalah untuk mereka masing-masing sebagai 

individu atau entitas bisnis, namun kerugian akibat 

peningkatan eksploitasi sumber daya, yang mendorong 

ikan semakin sulit ditangkap, dirasakan oleh semua 

pelaku usaha atau bahkan anggota masyarakat lainnya. 

Permasalahan ini yang disebut sebagai tragedi dalam 

perikanan. Untuk menghindari kehancuran pada 

commons ini maka solusinya adalah mengurangi atau 

menghilangkan kebebasan tersebut. Karena itu, ide 

tentang privatisasi atau pengalihan kepemilikan sumber 

daya milik bersama menjadi sumber daya kepemilikan 

individu (swasta) menjadi sangat berpengaruh dalam 

tata kelola perikanan, seperti melalui kuota perikanan. 

Alternatif lain untuk menata sumber daya tersebut 

menurut Hardin (1968) adalah dengan menghadirkan 

tata aturan yang memaksa atau peran    dominan    

pemerintah    atau    negara    dalam
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menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh 

melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan tertentu. 

Berbeda dengan cara pandang privatisasi atau 

pengelolaan oleh negara, ilmuan sosial lainnya menilai 

masalah pada commons seperti perikanan, bukan pada 

karakter sumber daya tersebut, tetapi pada kekurang- 

pahaman  akan  keberadaan  berbagai  institusi 

masyarakat   yang   berfungsi   menata   pemanfaatan 

sumber daya tersebut.  Bahkan,  commons itu sendiri 

adalah institusi yang mengakui adanya kepemilikan 

secara kolektif, bukan tanpa kepemilikan sama sekali. 

Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada the 

commons telah  mengadopsi  beragam  institusi  untuk 

mengelola sumber daya kepemilikan secara bersama 

tersebut dan berhasil menjaganya dengan baik (Berkes 

et al., 1989; Ostrom, 1990). Karena itu, kewenangan 

pengelolaan termasuk alokasi sumber daya ikan dapat 

juga dilakukan oleh masyarakat. Dari pemikiran dan 

temuan ini, berkembang juga rezim pengelolaan yang 

mendorong kemitraan antara para pelaku dengan 

pengatur, termasuk melibatkan aktor lainnya termasuk 

ilmuwan   dan   organisasi   non   pemerintah   untuk 

bersama-sama bersepakat terkait keputusan terbaik 

tentang pengelolaan sumber daya (Jentoft et al., 1998). 
Model-model pengelolaan juga telah 

dikembangkan untuk secara kuantitatif menetapkan 
angka rujukan (reference point) bagi para pengelola 
perikanan dalam mengatur perikanannya, terutama 
terkait berapa banyak ikan yang boleh ditangkap dari 
sumber daya yang tersedia. Widodo dan Suadi (2006)
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merangkum model-model pengelolaan perikanan 

tersebut dan mendiskusikan isu-isu penting terkait 

penerapan model. Model pengelolaan perikanan ada 

yang berbasis spesies tunggal dan ada yang multi- 

spesies  (model  biologi  untuk  menentukan maximum 

sustainable yield/MSY). Turunan model biologi 

tersebut berkembang model bioekonomi (untuk 

menetapkan  maximum economic  yield/MEY)    dan 

model biososioekonomi (untuk menetapkan optimum 

social  yield/MScY atau OSY). Berangkat dari kritik 

atas model-model yang fokus pada hanya mengelola 

ikan saja (model berbasis sumber daya ikan), kini 

berkembang pendekatan pengelolaan berbasis hak atas 

sumber daya dan pendekatan berbasis ekosistem 

(Radinger et al., 2023). Pendekatan berbasis ekosistem 

memperhitungkan keterhubungan spesies dan 

ekosistem,  yang bertujuan untuk menjaga kesehatan 

seluruh lingkungan laut dan mendukung perikanan 

berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan penetapan 

batas tangkapan berdasarkan penilaian ilmiah terhadap 

populasi ikan dan perannya dalam ekosistem, untuk 

memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tidak 

membahayakan lingkungan laut yang lebih luas. 

Pendekatan ini dapat dikatakan sejalan dengan upaya 

mendorong multifungsionalitas perikanan tangkap. 

 
Para hadirin yang saya muliakan, 

Transisi        Menuju          Perikanan        Tangkap 

Berkelanjutan 

Perikanan     tangkap     berkelanjutan     menjadi 

komponen penting dari ketahanan pangan global dan
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konservasi lingkungan perairan. Seperti dijelaskan 

Charles (2001) bahasan perikanan berkelanjutan 

mencakup dimensi pengelolaan sumber daya ikan, 

manusia, dan aspek tata kelola atau kelembagaan. 

Secara ekologis, perikanan berkelanjutan menargetkan 

pemeliharaan populasi ikan pada tingkat yang dapat 

menghasilkan hasil maksimum lestari. Secara ekonomi, 

pengelolaan perikanan ditujukkan untuk menjamin 

kelangsungan hidup  komunitas  nelayan  dan  industri 

perikanan, sedangkan secara sosial mempertimbangkan 

aspek budaya dan kesejahteraan nelayan. Karena itu, 

tata kelola perikanan tangkap perlu dikembangkan 

untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya 

perikanan yang efektif. 

Kebijakan yang dilekatkan pada perikanan 

memiliki tanggungjawab besar atas permasalahan atau 

keberhasilan pengelolaan perikanan. Perluasan 

pemanfaatan sumber daya perikanan sekalipun sering 

kali dipandang melekat pada atribut sumber daya ikan 

sebagai commons, namun demikian, hubungan dinamis 

antara  doktrin  kepemilikan  dan  kebijakan 

pembangunan menjadi faktor penentu berbagai hasil 

penggunaan sumber daya. Suadi (2008) dalam kajian 

50 tahun progres industri perikanan tangkap Indonesia 

menemukan bahwa pasang surut perikanan erat 

kaitannya dengan kebijakan perikanan, tidak semata 

karena  doktrin  sumber  daya  ikan  milik  bersama. 

Selama  orde  baru,  misalnya,  perikanan  telah 

mengalami pasang surut, melalui strategi sentralisasi 

pengelolaan perikanan. Strategi sentralisasi ini 

menempatkan peran dominan pada pemerintah pusat
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juga telah memicu berbagai dilema perikanan (Suadi 

dan Nakagawa, 2008). Kini,  pemerintah sangat  giat 

mendorong perikanan tangkap sebagai sumber 

pendapatan negara, bahkan memasang target fantastis 

perolehan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 

melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, yang 

instrumennya disiapkan dalam satu tahun terakhir dan 

akan mulai berlaku 1 Januari 2024 mendatang. 

Motivasi untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi dalam jangka pendek sering menjadi tujuan 

kebijakan pengelolaan perikanan. Peningkatan hasil 

produksi dan ekspor adalah tujuan ekonomi pokok di 

jangka tersebut. Pemerintah bahkan kadang 

memberikan insentif atau subsidi, melalui beragam 

kebijakan, untuk perluasan armada penangkapan ikan 

dan eksploitasi sumber daya perikanan (Costello et al., 

2016). Ketidakseimbangan dalam hal ketersediaan 

sumber  daya ikan  dengan kapasitas  perikanan  yang 

masuk melalui berbagai kebijakan menyebabkan 

kesehatan ekosistem laut yang menopang industri ini 

terganggu, termasuk terjadinya penangkapan ikan 

berlebih dan degradasi habitat. 

Peralihan menuju strategi jangka panjang yang 

berkelanjutan, sebagai contoh tertuang dalam 

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2025-2045, memiliki tantangan 

termasuk dari pemangku kepentingan. Pemangku 

kepentingan tertentu mungkin memandang inisiatif 

keberlanjutan sebagai potensi risiko terhadap ekonomi 

mereka, sehingga menimbulkan penolakan terhadap 

modifikasi  kebijakan  (Jentoft  et  al.,  1998).  Untuk
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mengatasi hambatan ini, sangat penting untuk 

menerapkan strategi komunikasi yang baik, melibatkan 

pemangku kepentingan secara aktif, dan menerapkan 

langkah-langkah yang mencegah beban yang tidak adil 

pada nelayan selama transisi menuju keberlanjutan. 

Penolakan atas kebijakan perikanan seringkali terjadi 

karena alasan seperti ini, seperti yang ditemukan pada 

kasus kebijakan lobster (Jayanti et al., 2023). 

Sebagai komoditas yang memiliki orientasi 

produksi untuk pasar yang sangat kuat, dinamika 

perdagangan global sangat berpengaruh terhadap 

transisi ke perikanan berkelanjutan. Kekuatan pasar 

yang ada dapat mendorong perilaku yang tidak 

berkelanjutan, termasuk praktik penangkapan ikan 

ilegal. Terminologi roving bandit yang disebutkan oleh 

Olson  (2000)  menjadi  perhatian  serius  dalam 

perikanan, kaitannya dengan orientasi ikan sebagai 

komoditas dagang dan bagaimana para pengumpul 

mengejarnya.  Para pelaku berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain untuk mendapatkan ikan, termasuk 

kasus-kasus transhipment  ilegal hasil perikanan 

(Berkes et al.,  2006). Penelitian yang kami lakukan 

terhadap komoditas benur lobster menunjukkan 

berbagai perilaku ilegal dalam perdagangan benur 

lobster, mengikuti pola perubahan aturan yang ada 

(Adiputra et al., under review). Selain itu, preferensi 

konsumen juga berperan penting dalam membentuk 

permintaan terhadap spesies atau bentuk produk 

tertentu,  yang sering kali  mengarah  pada preferensi 

terhadap spesies atau produk yang telah dieksploitasi 

secara berlebihan, sebagai contoh pada perikanan hiu
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(Setyobudi et al., 2017). IUU fishing juga menimbulkan 

tantangan besar terhadap inisiatif keberlanjutan, karena 

hal ini mengabaikan peraturan yang ada dan 

memperburuk masalah penangkapan ikan yang 

berlebihan (Sumaila et al., 2020; Long et al., 2020). 

Teknologi dan inovasi berperan penting dalam 

mencapai perikanan berkelanjutan. Alat pemantauan, 

seperti pelacakan kapal berbasis satelit (Automatic 

Identification  Systems dan Vessel Monitoring Systems) 

dan buku catatan elektronik, memungkinkan 

pengumpulan data dan pemantauan kepatuhan yang 

lebih akurat, sehingga mengurangi risiko penangkapan 

ikan yang berlebihan dan mendeteksi ilegal fishing 

secara real-time (Kroodsma et al.,  2018). Instrumen 

teknologi yang memudahkan analisis ketertelusuran 

produk perikanan, seperti melalui teknologi blockchain 

membuka peluang pengelolaan perikanan yang lebih 

transparan dan akuntabel (Kamilaris et al., 2019; Bhatt 

et al., 2019). Selain itu, barcode DNA juga dapat 

digunakan untuk memverifikasi spesies dan asal ikan, 

dan dapat digunakan untuk memastikan bahwa ikan 

yang ditangkap secara ilegal tidak masuk ke pasar 

(Wong dan Hanner, 2008). Dengan berbagai teknologi 

tersebut, produk perikanan dapat dilabel dengan benar 

sehingga memberikan rasa aman dan percaya diri pada 

konsumen, dan sumber daya ikan terkelola dengan baik 

(Sterling et al., 2015). 

Inti dari perikanan berkelanjutan adalah 

kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada 

perikanan tersebut. Karena itu, kebijakan harus 

dirancang  dengan  prinsip  meaningful  participation,
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yaitu memberdayakan masyarakat, melibatkan mereka 

dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan 

bahwa penghidupan mereka terlindungi (Lowitt et al., 

2020). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan 

dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, karena 

menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

terhadap kesehatan perikanan mereka dalam jangka 

panjang. Studi yang dilakukan Suadi et al., (2009) di 

Kedonganan, Bali menunjukkan bahwa masyarakat 

dapat berbagi sumber daya kepemilikan bersama dan 

menjaga kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi 

pesisir, melalui pola pengelolaan partisipatif. 

 
Bapak/Ibu dan para hadirin yang saya hotmati, 

Memperjuangkan   Multifungsionalitas  Perikanan 

Tangkap 

Seperti dikemukan pada bagian awal pidato ini, 

multifungsionalitas perikanan mengacu pada konsep 

bahwa perikanan menghasilkan secara bersama luaran 

komoditas, yaitu ikan atau pangan akuatik dan luaran 

non-komoditas. Penerapan konsepsi ini penting bagi 

keberlanjutan karena konsep ini mengakui peran 

perikanan yang lebih luas dalam ekosistem dan 

masyarakat. Pengakuan atas multifungsionalitas 

perikanan  dapat  mengarahkan  praktik  pengelolaan 

yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang 

diharapkan dapat: (1) menjaga kesehatan dan 

produktivitas ekosistem laut dalam jangka panjang, (2) 

mendukung masyarakat dan perekonomian pesisir, dan 

(3) melestarikan warisan budaya.
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Konsep multifungsionalitas sekalipun dipandang 

sebagai konsep yang penting untuk memberikan 

pengakuan terhadap berbagai peran dan manfaat 

perikanan,   para   kritikus   berpendapat   bahwa   hal 

tersebut merupakan upaya untuk membenarkan 

dukungan dan perlindungan yang mendistorsi 

perdagangan bebas (liberalisasi). Hal ini didasari 

pemahaman bahwa multifungsionalitas memerlukan 

intervensi negara dalam bentuk subsidi atau peraturan 

untuk memastikan penyediaan luaran non-komoditas. 

Karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 

memandang multifungsionalitas sebagai gagasan yang 

kontroversial (Potter dan Tilzey, 2007). Di satu sisi, 

WTO mendorong liberalisasi, yang salah satunya 

bertujuan mengurangi distorsi perdagangan termasuk 

subsidi, namun di sisi lain, negara-negara yang 

mendukungnya terutama Uni Eropa dan Jepang 

memperjuangkan  multifungsionalitas  untuk 

melindungi sektor pertanian dan perikanan. 

Dalam kontek pengelolaan sumber daya, 

pemahaman tentang multifungsionalitas perikanan 

secara langsung memberikan informasi bagaimana 

perikanan harus dikelola. Dengan menyadari bahwa 

perikanan memiliki beragam fungsi, strategi 

pengelolaan perikanan dapat dikembangkan untuk 

menata berbagai fungsi tersebut dan memastikan 

pengelolaannya berkelanjutan. Hal ini dapat terindikasi 

jika perikanan tidak hanya menyediakan pangan, tetapi 

juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan 

mendukung warisan budaya. Strategi pengelolaan 

perikanan   dapat   memprioritaskan   langkah-langkah
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yang mendukung diversifikasi ekonomi, pelestarian 

budaya, dan kesejahteraan komunitas pesisir secara 

keseluruhan. Strategi pengelolaan perikanan tidak 

hanya fokus pada ekstraksi sumber daya ikan, tetapi 

juga mempertimbangkan manfaat lebih luas dari 

perikanan, seperti jasa ekosistem, peluang rekreasi, dan 

pelestarian habitat serta faktor sosial ekonomi lainnya. 

Untuk mendorong pengelolaan perikanan 

berbasis multifungsi, beberapa upaya strategis dan 

prospektif perlu dilakukan. Pertama, pembuatan 

kebijakan, yaitu membentuk kebijakan yang tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan hasil dan keuntungan, 

tetapi mempertimbangkan kelestarian lingkungan, 

keadilan sosial, warisan budaya, dan pembangunan 

regional (Zhichkin et al., 2022). Kebijakan perikanan 

yang hanya menarget produksi dan ekspor perikanan 

saja, seperti yang berlaku pada perikanan kita saat ini, 

perlu digeser untuk juga menumbuhkan fungsi-fungsi 

perikanan lainnya yang terkait luaran non-komoditas 

secara bersamaan. Kedua, praktik berkelanjutan, 

dengan mendorong nelayan untuk menerapkan praktek 

yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi, namun 

juga meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan 

ekosistem dan keanekaragaman hayati. Insentif atas 

praktik- praktik pelestarian lingkungan dapat 

memperkuat multifungsionalitas. Subsidi perikanan 

bermanfaat dalam mendukung perikanan skala kecil 

atau teknologi yang kurang efisien, selama subsidi 

tersebut tidak menyebabkan penangkapan ikan 

berlebihan dan meningkatkan manfaat sosial perikanan 

melalui luaran
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non-komoditas (Mulazzani et al., 2016). Ketiga, 

pembangunan pedesaan yang meliputi investasi di 

pedesaan, termasuk infrastruktur, kesehatan, 

pendidikan, dan pelestarian budaya, sebagai pengakuan 

perikanan berfungsi selain produksi pangan. Pada level 

desa ini, diperlukan upaya diversifikasi perekonomian 

pedesaan untuk meminimalkan ketergantungan 

berlebihan pada sektor utamanya dan integrasi bidang 

prioritas perlindungan lingkungan alam dan 

peningkatan kapasitas manusia (Long et al., 2022). 

Keempat, penelitian, pengembangan dan pengelolaan, 

yaitu penelitian menuju pengembangan dan promosi 

praktik dan teknologi perikanan yang mencapai 

berbagai tujuan (luaran komoditas dan non-komoditas). 

Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi masukan bagi 

pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan 

yang lebih holistik. Kelima, layanan pendidikan dan 

penyuluhan, layanan yang membantu pelaku usaha 

perikanan memahami, memiliki respon dan komitmen 

yang positif, memiliki keterampilan yang sesuai untuk 

memanfaatkan peran mereka dalam peningkatan 

produktivitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Pada akhirnya, penghidupan berkelanjutan di 

pesisir menjadi target pengelolaan berbagai multifungsi 

perikanan. Penghidupan dalam hal ini terdiri dari 

aktivitas, sumber daya, risiko, dan institusi yang 

mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Ellis dan Freeman, 2005; Allison dan 

Horemans, 2006). Bagi nelayan, penghidupan 

berkelanjutan mengacu pada kemampuan individu dan 

komunitas untuk mempertahankan dan meningkatkan
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aset penghidupan mereka, mengatasi stres dan 

guncangan, serta memberikan berbagai peluang 

penghidupan berkelanjutan. Ketika perikanan dikelola 

dengan pemahaman multifungsi ini, peluang mata 

pencaharian alternatif, seperti ekowisata, kerajinan, 

atau akuakultur membuka ruang bagi masyarakat untuk 

tidak terlalu bergantung pada penangkapan ikan, 

mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi stok, dan 

menyediakan sumber pendapatan tambahan.  Hal  ini 

penting mengingat para nelayan seringkali berpindah 

lokasi penangkapan ikan dan menambah alat tangkap 

untuk menangkap ikan yang stoknya semakin 

berkurang atau untuk memudahkan mereka menangkap 

ikan di cuaca yang tidak menentu (Suadi et al., 2022). 

Selain itu, komunitas nelayan juga beragam dalam hal 

aset sumber daya sekitarnya, sehingga memiliki 

peluang yang berbeda melakukan diversifikasi 

pekerjaan dan karenanya bagi sebagian kelompok 

nelayan, diversifikasi pekerjaan relatif mudah dilakukan 

dan tidak bagi yang lainnya (Suadi et al., 

2021; Saksono et al., 2023). 

Kehadiran perguruan tinggi dan lembaga 

penelitian atau organisasi masyarakat di tengah 

masyarakat  nelayan  menjadi  kebutuhan  di  tengah 

masih terbatasnya pengetahuan dan praktik terkait 

multifungsionalitas perikanan. Pendekatan kaji tindak 

(action research)  dapat diberdayakan untuk mengkaji 

lebih lanjut yang melibatkan partisipasi berbagai pihak 

dalam penerapan multifungsionalitas dalam perikanan. 

Hal  ini  sangat  mungkin  dilakukan  mengingat 

partisipasi yang bermakna (meaningful participation)
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adalah pendekatan kunci kaji tindak (Coghlan dan 

Brannick, 2014), yang sejalan dengan kebutuhan 

penerapan konsepsi multifungsionalitas. 
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